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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN 
PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI 
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI 

ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan atas pemberian kemudahan 
penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang 
kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, 
perIu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang 
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang 
Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.  

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah 
diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), 
Keppres RI Nomor 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI Nomor 69/PMK.04/2009, 
Permenkeu RI Nomor 96/PMK.04/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan, pengusaha 
pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. merupakan pengusaha berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha 

pabrik; 
b. merupakan Pengusaha Kena Pajak; 
c. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; 
d. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, 

kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di 
bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan; 

e. tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan; 
f. memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun 
terakhir; dan 

g. memiliki kinerja keuangan yang baik. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkan. 

   Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 November 
2011. 

  - Lampiran halaman 1. 

 


